BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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®

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 tentang
Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 sebagai
Kebijakan Strategis Daerah dalam rangka Percepatan Penyiapan Lahan
Usaha Tani Relokasi Tahap III bagi Korban Bencana Erupsi Gunung
Sinabung di Kabupaten Karo, dipandang perlu melakukan penyesuaian
alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Paraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 53587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungin Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266),

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor BO Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah  (HBenita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diabah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belina Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926),;

15 Peraturan
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun JOl6 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten karo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembarn Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah  duibah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor [0 Tahun JOJU tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 05 Tahun JO16 tentany
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Karo Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun JOJ2 fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaaran 2000
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01).

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten karo
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 38},

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten karo Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022
Nomor 01);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pemaiunaan
SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 sebagai KRebyakan
Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penviapan Lahan Usaha
Tani Relokasi Tahap Il bagi Korban Bencana FErups: Gunung
Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Dacrah Kabupaten Karo Tahun
2022 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENJADBARAN  ANGUARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 022

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentanyg Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Benta Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 0!) diubah sebagai benkut

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbuny: sebagu benkut
Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2022 direncanakan  sebesar
Rp.1.351.795.559.762,00 yang terdin atas

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal,

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan avat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagii benkut

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
direncanakan sebesar Rp 953.277 357 461,00 vang terdin atas
a. Belanja pegawas;
b Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja hubah; dan
d. Belanja bantuan sosial.
{d) Helana
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(2) Belangn pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
nebesar Rp, H91.774.818.553,00.

(3) Belanjn barnng dan  jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 282.550.766.032,00.

(1) Belanjn hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.72.140.842 K76,00.

(H5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 6.810,930.000,00.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Anpgaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)

direncanakan sebesar Rp 282.550.766.032,00 yang terdiri dari :

o, Belanja Barang;

b, Belanja Jasa;

¢. Belanja Pemeliharaan;

d. Belana Perjalanan Dinas;

¢. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Liill/Mll‘s)Hﬂlk.ll dan

. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 59.611.709.890,00.

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 116.830.597.804,00.

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 41.997.767.488.00.

(5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 50.565.271.399,00.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 2.925.365.975,00.

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 10.620.053.476,00.

. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
direncanakan sebesar Rp 13.075.028.955,00.

. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp. 18.403.160.906,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya.

Ketentuan Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II...
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Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal OF AfR\L 2022

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal O ARHAL 2022

ERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 13
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